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Abstrak 
Artikel ini membahas ketahanan pangan sebagai isu sentral dalam konteks pembangunan 
nasional dengan mengutamakan kolaborasi antara militer dan masyarkat sipil. Kecukupan 
persediaan pangan bukan merupakan indikator utama bahwa suatu negara memiliki 
ketahanan pangan yang kuat baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah. Kuantitas 
persediaan pangan harus diimbangi dengan kualitas pangan yang dapat memenuhi 
kebutuhan gizi setiap penduduk. Penelitian ini menggunakan pendekatan explanatory 
research untuk mengidentifikasi hubungan kausalitas atas posisi dan peran masyarakat sipil 
dan negara terkait dengan penguatan ketahanan pangan di daerah. Dalam penelitian ini, 
dilaksanakan Community Studies, serta Stakeholders studies yang dimaksudkan untuk 
mendapatkan data terkait kepentingan strategi dari pembuat kebijkan tentang berbagai 
regulasi, kebijakan maupun implementasi dari kebijakan yang berhubungan dengan berbagai 
aspek. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kolaborasi Civil Society dan Militer dalam 
mewujudkan ketahanan pangan menjadi penunjang utama dalam pelembagaan ketahanan 
pangan dan menjaga sustainability ketahanan pangan hingga level terendah, khsususnya di 
masa pandemi membatasi pergerakan dan keluwesan kebijakan ketahanan pangan terdahulu. 
 
Kata Kunci: Ketahanan Pangan, Kolaborasi, Militer-Civil Society 
 
Abstract 
This article discusses food security as a central issue in national development by prioritizing 
collaboration between the military and civil society.  The Adequate food supply is not the primary 
indicator that a country has strong food security both at the national and regional levels. The quantity 
of food supply must be completed with the quality of food that can meet the nutritional needs of each 
population. This study uses an explanatory research approach to identify a causal relationship between 
the position and role of civil society and the state related to strengthening food security in the regions. 
In this research, Community Studies and Stakeholder studies are conducted, which are intended to 
obtain data related to strategic interests from policymakers regarding various regulations, policies, and 
implementation of policies related to multiple aspects. This study indicates that the collaboration of the 
Civil Society and the military in realizing food security is the primary support in institutionalizing food 
security and maintaining the sustainability of food security to the lowest level, especially during the 
pandemic limiting the movement and flexibility of previous food security policies. 
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I. Pendahuluan 
Artikel ini bertujuan untuk mengkaji peran civil society melalui strategi kolaboratif 
dalam mewujudkan ketahanan pangan di Jawa Timur. Ketahanan pangan menjadi salah 
satu prioritas utama dalam pembangunan. Pangan berperan sebagai dasar kehidupan 
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masyarakat yang menopang bidang-bidang lain seperti pertumubuhan ekonomi, kualitas 
kesehatan, tingkat produktifitas dan berpengaruh erat kepada pembentukan karakter 
suatu masyarakat. Lebih jauh, ketahanan pangan nasional suatu negara juga berkaitan 
erat dengan upaya menjaga kedaulatan serta kelangsungan hidup suatu negara. Pada 
konteks nasional, ketahanan pangan merupakan representasi kemampuan suatu bangsa 
menjamin setiap individu mendapatkan akses pangan dalam jumlah yang cukup, mutu 
yang layak, aman, dan juga halal yang didasarkan pada optimasi pemanfaatan dan 
berbasis pada keragaman sumber daya domestik.  
Ketahanan pangan dapat dicapai melalui strategi integratif yang melibatkan 
masyarakat, pemerintah dan elemen-elemen lain yang menjalankan peranan masing-
masing secara proporsional. Sustainability ketahanan pangan sangat berkaitan dengan 
partisipasi elemen-elemen kolaboratif negara-masyarakat. Ketahanan pangan dapat 
berkelanjutan apabila memanfaatkan kelembagaan ketahanan pangan masyarakat. 
Keberadaan kelompok masyarakat juga merupakan elemn dasar dari pembangunan 
demokrasi (Arato & Cohen, 2018). Devolusi politik sejak era reformasi telah 
menempatkan lokal sebagai kekuatan baru yang menarik dan unik (Agustino & Yusoff, 
2010), terutama terkait dengan keberadaan kelompok masyarakat sipil. Perkembangan 
kelompok masyarkat sipil di ranah lokal salah satunya terlihat dari keaktifan kelompok 
masyarakat sipil dalam mengawal agenda-agenda krusial di level lokal khsusunya 
berkaitan dengan hak-hak dasar masyarakat.  
Cohen dan Arato sepakat bahwa dalam perkembangan politik kontemporer, 
kelompok masyarakat sipil tidak lagi dilihat sebagai lawan dari negara, tapi peran sebagai 
penopang perkembangan demokrasi yang dilakukan melalui pembentukan asosiasi-
asosiasi demokratik dan penciptaan ruang dialogis yang bebas bagi masyarakat (Cohen & 
Arato, 1994). Hal ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan keamanan manusia dan 
kemanusiaan yang beradab serta menghindarkan konflik horizontal dalam kehidupan 
bernegara. Keamanan manusia (human security) mencakup Economic security, Food 
Security, Health Security, Environtmental Security, Personal Security, Community Security, 
Political Security. Ketahanan pangan (Food Security) merupakan ketahanan atas ancaman 
kelaparan, mal-nutrisi, kelangkaan pangan, ancaman penghancuran sumber makanan 
karena konflik, serta gangguan pasokan dan distribusi pangan. 
Gramsci menekankan pentingnya keberadaan masyarakat sipil sebagai basis 
kekuatan masyarakat untuk bisa melakukan perlawanan terhadap negara hegemoni-
kapitalis. Dalam pandangan lain yang dihadirkan oleh Neera Chandhoke, memahami 
masyarakat sipil sebagai penopang demokrasi dengan mensyaratkan sikap demokratik 
dari kelompok masyarakat itu sendiri (Chandhoke, 1995). Pada konteks ketahanan 
pangan, masyarakat menjadi salah satu aktor utama untuk membuka peluang 
implementasi strategi dan kebijakan ketahanan pangan pemerintah sekaligus menjaga 
sustainability ketahanan itu sendiri. 
Manifestasi ketahanan pangan dalam kontribusi nyata membentuk ketersediaan 
bahan pangan baik di tingkat daerah maupun nasional, pembentukan capital, 
penyedeiaan bahan baku industry, pakan hingga bio-energi yang berimplikasi pada 
penyerapan tenaga kerja dan menghasilkan devisa bagi negara melalui usaha pertanian 
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yang ramah lingkungan. Berbagai peran strategis pertanian tersebut sejalan dengan 
tujuan pembangunan perekonomian nasional yaitu meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat Indonesia, mempercepat pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, 
menyediakan lapangan kerja, serta memelihara keseimbangan sumberdaya alam dan 
lingkungan hidup (Kementerian Pertanian RI, 2009). 
 
II. Metodologi 
Penelitian ini menggunakan pendekatan explanatory research untuk 
mengidentifikasi hubungan kausalitas atas posisi dan peran masyarakat sipil dan negara 
terkait dengan penguatan ketahanan pangan di daerah. Pada dasarnya ada beberapa jenis 
studi dan teknik pengumpulan data yang diterapkan untuk kajian ini adalah:  Community 
Studies, dengan maksud untuk mendapatkan data gambaran dari masyarakat terutama di 
daerah rawan pangan dan daerah pilot project tahan pangan. Serta, stakeholder studies 
yang dimaksudkan untuk mendapatkan data terkait kepentingan strategi dari pembuat 
kebijkan tentang berbagai regulasi, kebijakan maupun implementasi dari kebijakan yang 
berhubungan dengan berbagai aspek. Penelitian ditujukan untuk mengidentifkasi 
permasalahan sistematis yang terjadi dalam konteks penguatan ketahanan pangan 
melalui informasi detail yang didapatkan dari hasil observasi, in-depth interview dan 
focus-group disussion (FGD). Hal ini diharapkan mampu menyelidiki fenomena yang 
kurang dimengerti, untuk mengidentifikasi atau menemukan variabel penting, dan 
menghasilkan hipotesis untuk penelitian masa depan (Vache Gabrielian, 2008: 152). 
Penelitian ini mengambil studi kasus relasi militer dengan masayarakat sipil di Jawa 
Timur dalam mewujudkan ketahanan pangan yang efektif dan berkelanjutan. 
 
III. Pembahasan 
Aktor Kebijakan Ketahanan Pangan 
Keberlangsungan pembangunan pertanian sangat tergantung pada 
pengembangan komoditas-komoditas pangan seperti padi yang menjadi pangan pokok 
utama di Indonesia. Strategi tersebut telah berhasil mencapai swasembada pangan, 
khususnya beras. Tetapi di sisi lain, hal ini membawa pergeseran pola konsumsi 
masyarakat dan mempengaruhi diversivikasi pangan yang ada. Strategi tersebut 
menempatkan beras sebagai konsumsi utama sehingga mengurangi konsumsi pada 
komoditas lain seperti jagung dan umbi-umbian. Konsep ketahanan pengan (food 
security) sejauh ini lebih berorientasi kepada aspek fisik dalam kecukupan produksi 
komoditas pangan. Secara ideal, konsep ketahanan pangan setidaknya dapat mencakup 
dua unsur pokok, di antaranya "ketersediaan pangan" serta "aksesibilitas masyarakat" 
terhadap bahan pangan tersebut. Kedua unsur tersebut harus terpenuhi untuk dikatakan 
suatu negara memiliki ketahanan pangan yang baik. Walaupun pangan tersedia cukup di 
tingkat nasional dan regional, tetapi jika akses individu untuk memenuhi kebutuhan 
pangannya tidak merata, maka ketahanan pangan masih dikatakan rapuh. 
Ketahanan pangan sendiri dipahami lebih mendalam juga mencakup unsur 
ketersediaan bahan pangan dan aksesibilats masayarakat yang lebih luas dimana hal ini 
berarti harus dapat terpenuhi ketersediaan fisik kuantitas bahan pangan, kualitas pangan 
84 | Jurnal Kybernan, Vol. 12, No. 2, 2021 
dan sustainability dari pemenuhan konsumsi masyarakat. Selain itu, aksesibilitas 
masyarakat terhadap bahan pangan meliputi distribusi, konsumsi, dan keamanan. 
Distribusi berperan untuk memperlancar dan mempermudah masyarakat memperoleh 
bahan pangan dengan cepat dan terjangkau, konsumsi berhubungan dengan 
keanekaragaman dan mutu  pangan yang dikonsumsi tidak hanya cukup mengenyangkan 
tetapi juga berkualitas, sedangkan keamanan meliputi dua aspek yaitu aman dari sisi fisik 
tidak tercemar bahan berbahaya baik bahan kimia, biologi, maupun cemaran yang dapat 
membahayakan kesehatan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. 
Ketahanan pangan, tentu tidak dapat dilepaskan dari aktor-aktor yang terdiri dari 
beberapa unsur yaitu: negara dan masyarakat atau organisasi-organisasi 
kemasyarakatan terkait. Ketahanan pangan sangat berkaitan dengan ketersediaan bahan 
pangan dan aksesibilatsnya. Pemerintah dalam konteks penelitian ini memiliki andil yang 
sangat bersar dalam upaya pembangunan ketahanan pangan yang komprehensif di 
daerah. Pemerintah dengan otorisasi atas kebijakan yang dimilikinya dituntut untuk 
memformulasikan berbagai kebijakan terkait ketahanan pangan untuk pemenuhan 
konsumsi masyarakat. Salah satu kebijakan terkait ketahanan pangan yang cukup krusial 
adalah kebijakan harga bahan pangan. Harga bahan pangan khususnya beras sebagai 
bahan pangan utama, sangat berperan penting dalam pemenuhan konsumsi masyarakat. 
Harga beras cukup menentukan suistanibilty dari produksi pangan dalam negeri. Petani, 
dalam konteks ketahanan pangan, diposisikan sebagai agen utama produsen pangan 
nasional. Sehingga tingkat produksinya harus dapat dipastikan mampu mencapai tingkat 
yang optimal. Kaitan harga pangan sendiri dengan pemenuhan kebutuhan pangan 
nasional, pemerintah diharapkan mampu menemukan formulasi harga pangan yang tepat 
yang dapat menjamin kesejahteraan petani tetapi tetap relevan untuk konsumsi 
masyarakat luas. Dengan formulasi yang tepat, petani akan mampu mencapai tingkat 
produksi yang maksimal untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat. 
Tantangan terbesar Indonesia adalah bahwa tidak dengan mudah kita  
mengabaikan  perdagangan  pangan  global  karena  tingkat  urbanisasi yang tinggi yang 
berbarengan dengan tingkat kemiskinan perkotaan, yang mana sangat membutuhkan 
pangan yang murah. Pada konteks penelitian ini, ketahanan Pangan Nasional tentunya 
tidak terlepas dari ketahanan pangan domestik/lokal. Dengan mengacu pada hal tersebut 
maka dengan adanya otonomi daerah diharapkan dapat memaksimalkan peran 
pemerintah daerah dalam meningkatkan sektor agribisnis dalam mewujudkan ketahanan 
pangan nasional. Searah dengan pelaksanaan kebijakan otonomi daerah. Pemerintah 
daerah memiliki peranan yang sangat besar dalam ketahanan pangan. Peran tersebut 
didasarkan pada pengembangan keunggulan komparatif yang dimiliki oleh masing-
masing  daerah  sesuai  dengan  potensi  sumberdaya  spesifik  yang dimilikinya,  serta 
disesuaikan  dengan  kondisi  sosial dan  budaya yang ada di wilayahnya. Selain itu, 
pemerintah daerah juga berperan dalam menerapkan kebijakan yang terbuka dalam arti 
menselaraskan kebijakan ketahanan pangan daerah  dengan kebijakan ketahanan pangan 
nasional. Lebih lanjut, produksi pangan daerah akan mendorong terjadinya perdagangan 
antar daerah serta berperan dalam terciptanya mekanisme pasar yang berkeadilan. 
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Selain itu, pemerintah juga melakukan pengembangan teknologi dalam 
meningkatkan efisiensi akan mencakup teknologi pengembangan sarana produksi. Dalam 
pengembangan teknologi pangan tersebut, khusunya teknologi pertanian, pemerintah 
dapat bekerjasama dengan lembaga pendidikan ataupun komunitas masyarakat tertentu 
seperti kelompok tani atau komunitas pertanian lain yang memang menekuni bidang 
tersebut. Pada konteks penelitian ini, di beberapa daerah penelitan, pemerintah 
bekerjasama dengan kelompok tani di desa untuk melakukan pengembangan teknologi 
pangan mulai dari penyuluhan sistem pertanian tertentu hingga pendampingan terhadap 
petani tentang penerapan metode pertanian yang optimal. Bahkan di beberapa daerah, 
terdapat komunitas pertanian tertentu yang secara khusus mengembangkan sistem 
intenfisifikasi pertanian dari hulu hingga hilir untuk mencapai produksi pertanian yang 
maksimal. Teknololgi pertanian berperan sangat strategis di dalam upaya peningkatan 
ketahanan pangan nasional. Teknologi pertanian dapat berperan dalam meningkatkan 
produktivitas pangan, meningkatkan diversifikasi dalam jenis dan kualitas pangan, 
meningkatkan nilai tambah, kesempatan kerja, dan menjaga kelestarian sumberdaya 
alam dan lingkungan hidup. Dengan teknologi tepat guna efisiensi produksi dapat 
ditingkatkan sehingga meningkatkan daya saing produk pangan di dalam negeri dan di 
pasar internasional. 
Sementara itu, penguatan ketahanan pangan salah satunya dipahami sebagai 
pemberdayaan masyarakat. Meningkatkan kemandirian dan kapasitas peran masyarakat 
secara aktif demi pemenuhan ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan. Secara luas, 
masyarakat sebagai aktor dalam ketahanan pangan berasal dari kalangan produsen, 
pengusaha, konsumen, aparatur pemerintah, perguruan tinggi, dan lembaga swadaya 
masyarakat. Karena  Indonesia  merupakan  negara  dengan  jumlah  penduduk  yang  
banyak  dan  tingkat pertumbuhannya  yang  tinggi, maka  upaya  untuk mewujudkan 
ketahanan pangan merupakan  tantangan  yang  harus  mendapatkan  prioritas  untuk   
kesejahteraan  bangsa. Indonesia sebagai  negara agraris dan maritim dengan 
sumberdaya alam dan sosial budaya yang beragam. Masyarakat sebagai implementator 
utama untuk mewujudkan ketahanan pangan. Dalam rangka mewujudkan ketahanan 
pangan, maka seluruh sektor harus berperan secara aktif   dan   berkoordinasi secara rapi 
dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, Pemerintah    Kabupaten/Kota, 
Pemerintah  Desa dan  masyarakat  untuk  meningkatkan strategi demi mewujudkan 
ketahanan pangan nasional. Dalam Upaya mewujudkan ketahanan pangan, peran dan 
partisipasi masyarakat khsususnya kelembagaan tani, kelembagaan pedesaan lainnya, 
serta aparatur (Stakeholder pembangunan ketahanan pangan) yang perlu mendapatkan 
perhatian dari pemerintah. Hal ini disebabkan karena masalah pangan menjadi 
tanggungjawab unsur pemerintah, swasta maupun masyarakat lainnya. 
Temuan di lapangan, komitmen dan keseriusan Pemerintah nampaknya terus 
diwujudkan melalui berbagai hal, salah satunya adalah peningkatan target produksi padi 
hingga 29,31 juta ton/ tahun. Untuk mewujudkan itu semua, berbagai strategi ditempuh 
oleh Pemerintah Jawa Timur. Salah satunya adalah dengan mendorong penggunaan 
pupuk organik sebagai langkah intensifikasi pertanian di Kabupaten-kabupaten lumbung 
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padi. Dengan memanfaatkan pupuk organik itu, pertanian diharapkan menghasilkan padi 
berkualitas baik tanpa residu.  
Pengembangan pertanian padi organik di Jawa Timur tidak terlepas dari 
peemberdayaan Komunitas pertanian. Hasil penelitian di Jawa Timur menunjukkan 
bahwa pola atau sistem integrated farming ini memiliki dampak yang signifikan bagi 
peningkatan produktivitas lahan dan pertanian sehingga memiliki dampak yang 
signifikan bagi perekonomian masyarakat. Partisipasi masyarakat lainnya, sebagaimana 
ditemukan di seluruh daerah penelitian, yaitu pembentukan Kawasan Rumah Pangan 
Lestari (KRPL) yang mana memiliki prinsip : pertama, pemanfaatan pekarangan yang 
ramah lingkungan dan dirancang untuk ketahanan dan kemandirian pangan; kedua, 
diversifikasi pangan berbasis sumber daya lokal; ketiga, konservasi sumberdaya genetik 
pangan (tanaman, ternak, ikan); keempat, menjaga kelestariannya melalui kebun bibit 
desa menuju dan kelima, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam 
hal ini, produksi bibit yang dilakukan oleh KRPL juga berpengaruh pada perekonomian 
masyarakat serta pada pola konsumsi masyarakat. Melalui usaha-usaha diversifikasi 
pangan yang ada, masyarakat kemudian mulai memanfaatkan tanaman alternative 
pangan yang ada di sekitar pekarangannya. 
Sejalan dengan KRPL, upaya peningkatan ketahanan pangan di Jawa Timur melalui 
pembentukan komunitas-komunitas pertanian organik di tingkat daerah (kabupaten). 
Komunitas Brenjonk di Kabupaten Mojokerto menjadi salah satu komunitas yang fokus 
pada pengembangan tanaman organik. Komunitas Brenjonk mengajak serrta 
memfasilitasi masyarakat setempat untuk ikut terlibat dalam pengembangan pertanian 
organik Pengembangan pertanian organic dan sistem integrated farming mampu 
meingkatkan kualitas hasil pertanian, bahkan dari pengamatan yang dilakukan oleh 
komunitas-komunitas terkait, lahan pertanian berangsur mengalami perbaikan dalam hal 
komposisi serta struktur tanah di dalamnya. Komunitas Brenjonk juga mengembangkan 
tanaman sayur organik untuk menjadi komoditasa pertanian alternatif yang ditujukan 
untuk memberdayakan masyarkat sekitar. Pengembangan pertanian harus 
memperhatikan suitanable development sehingga tidak parsial pada program singkat 
dalam kurun waktu 1 atau 2 tahun tetapi juga mencakup aspek jangka panjang. Lebih 
jauh, program ini juga memperkuat social relationship di antara masyarakat yang tadinya 
ragu untuk terlibat kemudian menjadi percaya dan ikut terlibat karena program tersebut 
dinilai dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pengembangan pertanian organik di 
daerah lain seperti Kabupaten Ngawi juga turut mewarnai penguatan ketahanan pangan 
di Jawa Timur.  Terdapat Komunitas Ngawi Organik Center (KNOC) yang merupakan 
sebuah organisasi petani yang focus pada pengembangan padi organik. KNOC 
membentuk suatu klaster atau kelompok/komunitas gabungan petani padi organik yang 
sekaligus ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Ngawi menjadi pusat budidaya padi 
organik di Kabupaten Ngawi. Integrated farming di Ngawi memiliki dampak yang 
signifikan bagi peningkatan produktivitas lahan dan pertanian sehingga memiliki dampak 
yang signifikan bagi perekonomian masyarakat dengan memanfaatkan pupuk organik 
dan didukung melalui berbagai komunitas dan jejaring yang tergabung dalam Jaringan 
Petani Pembuat dan Pemakai Pupuk Organik (JP4O).  
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Civil Society-Militer dalam Ketahanan Pangan 
Di Indonesia, relasi antara militer sipil berkembang mengikuti rezim yang 
berkuasa. Pasca Reformasi, militer diarahkan kembali pada dasar dan amanah dalam 
peraturan perundangan-undangan dan doktrin-doktrin yang berkembang, sebagai arah 
pelaksanaan Peran TNI secara proporsional dan profesional. Pada dasarnya Peran TNI 
akan selalu bersumber pada latar belakang sejarah dan nilai-nilai budaya yang telah 
menjadi falsafah atau dasar dan ideologi Pancasila serta konstitusi UUD 1945 (Hafd 
Sinambela, 2001: 14). Berdasar landasan tersebut, pada prinsipnya TNI akan selalu 
berkiprah dalam mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara, yakni 
kedaulatan negara yang harus tetap tegak, keutuhan wilayah NKRI yang harus tetap 
terjaga serta keselamatan bangsa dan segenap tumpah darah Indonesia yang harus tetap 
terjamin. Sehingga konsep untuk mempertahankannya dengan mengembangkan dan 
memanfaatkan segala potensi serta kekuatan nasional yang bersifat semesta, 
berdasarkan kesadaran akan hak dan kewajiban setiap warga negara (Pasal 27 UUD 
1945) serta keyakinan pada kekuatan sendiri dalam upaya bela negara (Hafd Sinambela, 
2001: 14). 
Sipil dan militer secara konseptual merupakan dua hal sangat berbeda terutama 
pada pendekatan yang mendasarinya. Institusi sipil cenderung lebih mengedepankan 
persuasi, konsensus, dan tujuan yang bersifat jangka panjang atau strategis; sedangkan 
institusi militer cenderung pada tindakan koersif dan tujuan yang lebih bersifat jangka 
pendek atau operasional (Said 2012). Hal ini yang kemudian mendasari urgensi tatakelola 
yang baik antara keduanya. Eksistensi keduanya dalam proses berbangsa, bernegara, 
ataupun pemerintahan ditempatkan pada tatanan ideal yang kolaboratif dan seimbang 
sehingga menghindari dominasi institusi satu atas institusi yang lain. Partisipasi sipil 
dalam relasi sipil–militer, menurut Ankersen (2008), melibatkan aktor-aktor pemerintah 
daerah atau badan pemerintah lainnya, lembaga swadaya masyarakat, organisasi 
internasional, atau koordinasi antarpemerintah. Kerja sama sipil-militer yang melibatkan 
pemerintah pusat pada dasarnya dilakukan melalui program pembangunan.   
Peranan TNI diwujudkan dengan keberhasilan dalam melaksanakan berbagai 
langkah-langkah reformasi internal TNI yang telah diaktualisasikan terus menerus sesuai 
dinamika perkembangan reformasi nasional. Proses tersebut mengedepankan berbagai 
cara pandang; pertama, apapun yang dilakukan TNI senantiasa dalam rangka 
pemberdayaan institusi fungsional, kedua, TNI merupakan bagian dari sistem nasional, 
ketiga apapun yang dilakukan TNI senantiasa dilakukan bersama komponen bangsa 
lainnya, TNI tidak berpretensi untuk dapat menyelesaikan semua permasalahan bangsa, 
dan keempat segenap peran dan tugas TNI dalam kehidupan berbangsa dan bernegara 
dilakukan atas kebijakan dan keputusan politik. Berangkat dari cara pandang tersebut, 
sesuai UU 34 tahun 2004 maka TNI dalam menjalankan tugas OMSP (Operasi Militer 
Selain Perang) antara lain memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan 
pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta, membantu tugas 
pemerintah di daerah, membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan 
pemberian bantuan kemanusiaan, serta membantu pencarian dan pertolongan dalam 
kecelakaan (search and rescue). Hal ini kemudian mendaari TNI untuk secara aktif 
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menjalankan kewajiban membantu dalam rangka keikutsertaan membangun kehidupan 
berbangsa dan bernegara (Hafid Sinambela, 2001: 14). TNI menyadari sepenuhnya 
bahwa kemajuan pembangunan yang dialami oleh bangsa Indonesia telah menempatkan 
bangsa Indonesia dalam keadaan yang lebih baik, dalam mencegah dan mengeliminasi 
permasalahan Nasional serta mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam 
meningkatkan kesejahteraan rakyat, melalui berbagai kebijakan pemerintah dalam 
membuat program dan kegiatan pembangunan yang dilakukan secara konsisten, terpadu 
dan bersifat lintas sektoral dengan mempertimbangkan kesesuaian tata ruang wilayah, 
sistem hukum dan kelembagaan yang handal, serta koordinasi dan kerja sama yang solid 
antara Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) dengan satuan kerja 
perangkat Daerah.  
Keterkaitan peran TNI dengan program pembangunan dalam proses 
pembangunan kehidupan berbangsa dan bernegara, dapat terlihat dari hakekat 
pemberian kewenangan otonomi daerah yang bertujuan memberikan keleluasaan 
(discretionary power) kepada daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah, 
sehingga tujuan ini mengandung makna adanya perubahan kepada kehidupan 
pemerintah daerah yang lebih mengutamakan kepentingan peningkatan kesejahteraan 
rakyat secara keseluruhan. Selain itu juga adanya keinginan untuk mewujudkan 
terciptanya kehidupan berpemerintahan, bermasyarakat dan bernegara yang memiliki 
nilai-nilai good governance yang memunculkan nilai demokrasi dan sikap keterbukaan, 
kejujuran, keadilan, berorientasi kepada kepentingan rakyat dan bangsa, serta 
bertanggung jawab (akuntable) kepada rakyat. (Kristiadi, J.B. 1995) Dengan memahami 
makna terhadap tujuan otonomi daerah tersebut, maka dapat dipetik suatu kesimpulan 
hipotesis bahwa terdapat adanya konsep pemberdayaan dari seluruh aspek kehidupan 
berbangsa dan bernegara, yang bermuara untuk kepentingan keseimbangan pada aspek 
kesejahteraan dan keamanan. Untuk memahami makna pemberdayaan dapat diartikan; 
Pertama, pada tingkat politik dan nasional, pemberdayaan secara perlahan melekat 
dalam bahasa kita setiap hari sebagai mechanism of self-helf for people (mekanisme 
bantuan diri bagi orang lain), Kedua, pada tingkat organisasi, pemberdayaan mempunyai 
daya tarik, yang selalu ada pencarian ide dan gagasan baru yang melengkapi gagasan 
sebelumnya. 
Secara sosial TNI (Militer) lebih mampu untuk menjadi modernisator sebab, 
pertama walaupun banyak anggota yang berasal dari daerah pedesaan, tetapi tentara atau 
TNI lebih cepat berkenalan dengan teknologi yang datang dari luar; kedua, proses 
akulturasi didalam tentara (TNI) lebih mengarah kepada teknologi, dan ketiga, secara 
politis proses akulturasi tentara (TNI) lebih melibatkan diri kepada negara secara 
keseluruhan, daripada keterikatan kepada kelompok kelompok yang lebih kecil seperti 
yang dialami oleh pengelompokan sipil. Suasana pengalaman yang diperoleh didalam 
ketentaraan ini menyebabkan tentara (TNI) lebih terbuka terhadap perubahan dan 
pembaharuan, terikat kepada penggunaan teknologi yang memang telah membawa 
perubahan besar didunia serta dikembangkan dan dimanfaatkan dengan kesungguhan 
mulai pada abad ke 17, dan lebih mampu melihat diri sendiri sebagai bagian dari 
masyarakat secara nasional daripada mengidentifr dari sebagian-sebagian. Itulah 
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sebabnya maka tentara (TNI) terikat sekali kepada dua hal pertama, keutuhan nasional 
dan kedua ialah kepada pembangunan. Oleh karena itu TNI memiliki peran strategis 
dalam pembangunan nasional. 
Dua institusi sosial yang stategis di Indonesia sipil dan militer selalu menjadi 
sebuah kajian yang menarik untuk di dalami dan di kembangkan. Perkembangan pola 
hubungan ideal sipil-militer dalam berbagai hal tidak akan pernah mencapai sebuah 
kesempurnaan. Hanya preskripsi ilmiah dan disertai data-data yang relevan, sebagai 
pendukung konsep hubungan yang ideal antara keduanya, yang saat ini mampu 
disuguhkan dalam tulisan akademik. Selama ini banyak yang mengkaji pola hubungan 
sipil militer dalam sebuah kondisi konflik atau pasca perang (Huntington 1957, Janowitz 
1976, Ankensen 2008), tetapi ada satu hal yang menjadi kebaharuan dari penelitian ini 
adalah relasi sipil militer dalam memperkuat ketahanan pangan selama ini baik militer 
yang ada di Indonesia. 
Huntington memberikan gambaran bahwa idealnya militer bisa menjalankan 
tugas dan fungsinya dengan baik ketika berada di luar masyarakat. Meskipun kontrol dari 
masyarakat harus tetap diberikan untuk menghindarkan militer yang menembus ranah 
politik. Kontol yang diberikan oleh sipil terhadap militer seringkali bias dan sangat samar. 
Begitu juga dengan netralitas militer dalam bidang politik yang selalu diragukan, 
meskipun keterlibatan militer dalam bidang politik tidak terlihat secara kasat mata. 
Feaver dengan teori agensinya mencoba menjelaskan kedudukan relasi sipil militer 
dalam kasus di Papua.  Pertama, tersedianya legitimasi bagi institusi militer ketika 
mereka dituntut untuk melakukan tindakan koersif. Kedua, jaminan institusional bagi 
sipil untuk mengendalikan institusi militer. Dari kedua argumen di atas, kemudian 
muncul sebuah pertanyaan, di mana titik equilibrium antara ligitimasi institusi militer 
dan jaminan institusional bagi sipil?. Dalam konteks Papua, Fever boleh berpendapat 
bahwa hal tersebut tidak akan pernah lepas dari keadaan politik maupun sosiologinya. 
Sipil selaku (prinsipal) dan militer selaku (agen), sangat dipengaruhi oleh faktor historis, 
sosial, budaya yang membentuk habitus dari keduanya. Tetapi dalam konteks food 
security, tindakan koersif dari militer tidak lagi dibutuhkan. Dan kontrol yng diberikan 
sipil terhadap militer tidak seperti kontrol bos terhadap anak buah, atau kontrol 
masyarakat terhadap wakil rakyat. Kontrol yang diberikan bisa bersifat kolaboratif atau 
bahkan interdependen control, dimana dua institusi sosial ini bisa saling mengawasi dan 
saling memberi masukan tanpa ada posisi siapa yang lebih tinggi.  
Pemerintah menerapkan sebuah mekanisme kontrol “floating mass policy”, yang 
melarang semua aktifitas organisasi di tingkat desa dan melarang adanya politik di 
tingkat desa. Pemilihan kepala desa ganti dengan penunjukan yang biasanya kepala desa 
yang ditunjuk adalah anggota TNI, juga ditempatkannya satu anggota TNI di desa tersebut 
yang diberi nama “BABINSA” untuk mengawasi segala aktifitas dan tindakan masyarakat. 
Pembuatan Lumbung desa dan Koperasi Unit Desa adalah salah satu kebijakan Top Down 
yang tidak mengenal potensi lokal dan kearifan lokal yang ada. Serta mengeneralisir 
semua kegiatan masyrakat desa dan petani desa, yang berujung depolitisasi masyarakat. 
Kebijakan pelibatan militer dalam kegiatan pertanian di pedesaan pada waktu orde baru 
tentu menjadi sebuah pelajaran yang tidak bisa kita ulangi lagi saat ini. Posisi militer tidak 
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boleh berada di atas masyarakat, dan masyrakat juga tidak menempatkan posisi lebih 
tinggi dari militer.  
Isu Ketahanan pangan kembali muncul sebagai isu strategis saat Indonesia 
dinyatakan mengalami pandemi Covid-19. Situasi pandemi berpotensi kuat 
menyebabkan adanya krisis pangan. Pangan merupakan kebutuhan dasar yang 
menentukan eksistensi suatu bangsa dan ditetapkan dalam Undang-undang sebagai salah 
satu hak dasar yang harus dapat dilindungi dan dipenuhi. Indonesia memiliki jumlah 
penduduk yang relatif besar sehingga ketahanan pangan menjadi sebuah isu krusial yang 
akan berdampak signifikan jika tidak direspon dengan baik. Ketahanan pangan (food 
security) merupakan salah satu ancaman utama manusia yang dapat mempengaruhi 
ketahanan nasional dan keamanan manusia (human security). Secara umum, ketahanan 
pangan mencakup 4 aspek, yaitu Kecukupan (sufficiency), akses (access), keterjaminan 
(security), dan waktu (time) (Baliwaty, 2004).  
Dengan adanya aspek tersebut maka ketahanan pangan dipandang menjadi suatu 
sistem, yang merupakan rangkaian dari tiga komponen utama yaitu ketersediaan dan 
stabilitas pangan (food availability dan stability), kemudahan memperoleh pangan (food 
accessibility) dan pemanfaatan pangan. Terwujudnya ketahanan pangan merupakan hasil 
kerja dari suatu system yang terdiri dari berbagai subsistem yang saling berinteraksi, 
yaitu subsistem ketersediaan mencakup pengaturan kestabilan dan kesinambungan 
penyediaan pangan. Ketersediaan pangan menyangkut masalah produksi, stok, impor dan 
ekspor, yang harus dikelola sedemikian rupa, sehingga walaupun produksi pangan 
sebagaian bersifat musiman, terbatas dan tersebar antar wilayah, pangan yang tersedia 
bagi keluarga harus cukup volume dan jenisnya, serta stabil dari waktu kewaktu. 
Sementara itu subsistem distribusi mencakup upaya memperlancar proses peredaran 
pangan antar wilayah dan antar waktu serta stabilitas harga pangan. Hal ini ditujukan 
untuk meningkatkan daya akses masyarakat terhadap pangan yang cukup. Surplus 
pangan tingkat wilayah, belum menjamin kecukupan pangan bagi 
individu/masyarakatnya. Sedangkan subsistem konsumsi menyangkut pendidikan 
masyarakat agar mempunyai pengetahuan gizi dan kesehatan yang baik, sehingga dapat 
mengelola konsumsi individu secara optimal sesuai dengan tingkat kebutuhannya. 
Konsumsi pangan tanpa memperhatikan asupan zat gizi yang cukup dan berimbang tidak 
efektif bagi pembentukan manusia yang sehat, daya tahan tubuh yang baik, cerdas dan 
produktif (Thaha, dkk, 2000). Apabila ketiga subsistem diatas tidak tercapai, maka 
ketahanan pangan tidak mungkin terbangun dan akibatnya menimbulkan kerawanan 
pangan (Suryana, 2003). 
Berkaitan dengan itu, salah satu pihak yang terlibat pada program ketahanan 
pangan adalah militer. Keterlibatan militer dalam program pendampingan ketahanan 
pangan ini dinilai beragam oleh beberapa pihak. Di satu sisi berdasarkan hasil riset di 
beberapa daerah yakni Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Malang, Kabupaten Ngawi, 
Kabupaten Jombang, Kabupaten Magetan dan Kabupaten Tulungagung menyatakan 
bahwa masyarakat menilai kontribusi aktif militer di ketahanan pangan sangat 
membantu dan memperoleh penilaian positif dari masyarakat. Kontribusi militer dalam 
program pendampingan ketahanan pangan tersebut meliputi pengamanan distribusi 
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pupuk mulai dari pabrik sampai petani, membantu para petani dalam mencegah luapan 
air sungai akibat banjir yang berdampak pada kerusakan tanaman dan kerusakan tanggul, 
membantu pada, melakukan edukasi sistem pertanian yang inovatif pada warga, 
perbaikan saluran irigasi agar suplai kebutuhan air persawahan cukup dan adanya upaya 
upaya perbaikan sarana jalan yang menjadi akses penting dalam sirkulasi transportasi 
dalam produksi pertanian, distribusi bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) kepada 
kelompok-kelompok tani yang ada di desa serta melakukan pendampingan dan 
kerjasama dengan Bulog terhadap distribusi atau penjualan gabah dalam rangka 
mencegah spekulan yang merugikan petani. Selain itu, berdasarkan hasil riset yang 
dilakukan oleh Institut For Development Of Economics and Finance (Indef) yang 
bekerjsama dengan Kementerian Pertanian Republik Indonesia menyatakan bahwa 
program pendampingan TNI dalam rangka menjaga ketahanan pangan nasional 
menunjukkan hasil yang cukup positif. Pertama, Penyuluhan (edukasi) pertanian yang 
dilakukan oleh TNI memiliki arti penting dan bermanfaat bagi petani, hal ini ditemukan 
di sebagian besar lokasi penelitian. Peran serta TNI dalam edukasi pertanian menjadi 
salah satu kontribusi utama yang dilakukan dalam pembentukan ketahanan pangan.. 
Kedua, Kehadiran TNI dalam membantu kegiatan penyuluhan dan edukasi terhadap 
pertanian dinilai lebih baik dibanding Penyuluh Pertanian Lapangan, Kontak Tani dan 
Nelayan (KTNA) maupun praktisi atau akademisi. Berdasar dua kajian riset tersebut 
maka penilaian masyarakat terhadap keterlibatan militer dalam program pendampingan 
ketahanan pangan dinilai sangat tepat dan memiliki manfaat.  
Namun tak sedikit pula yang memandang sebelah mata keterlibatan militer dalam 
program pendampingan ketahanan pangan. Tak heran memang jika masih ada trauma-
trauma masa lalu dalam sejarah kelam bangsa Indonesia terkait keterlibatan militer 
dalam urusan rakyat sipil. Di era Orde Baru, untuk pengembangan bidang pertanian 
dengan pencapaian prestasim swasembada beras diyakini berbagai pihak tidak lepas dari 
strategi yang dibangun Presiden Soeharto, secara militer. Sehingga, keterlibatan militer 
dikhawatirkan akan menumbuhkan kembali pengaruh militer di tengah-tengah 
masyarakat.  
Selain itu urusan profesionalisme TNI ikut dipersoalkan dalam keterlibatan TNI 
pada program pendampingan ketahanan pangan ini. Dari segi profesionalisme TNI, 
penerjunan Babinsa sebagai penyuluh pertanian jelas merupakan strategi pelemahan 
TNI-AD yang luar biasa efektif. Menurut data dari IISS Military Balance 2012, jumlah 
personil aktif dari KODAM adalah 150.000 orang. Dengan logika bahwa ada 3 sersan per 
regu, maka perbandingan antara total pasukan dengan sersan adalah sekitar 1:3 atau 1:4. 
Nah, bila kita masukkan permintaan dari pemerintah, yaitu 55.000 babinsa, ini berarti 
setiap sersan di kesatuan KODAM akan berubah menjadi penyuluh pertanian. Yang patut 
diingat dalam sejarah militer internasional, keberadaan sersan (atau NCO dalam US 
Army) adalah sentral bagi pelatihan prajurit. Ketidakefektifan tentara Soviet (dan Rusia 
pada awal pecah) berawal dari ketiadaan Sersan yang professional dan full-time, sehingga 
sebagian tugas seperti pelatihan dan pembinaan menumpuk ke pundak perwira pertama 
(letnan dua dan satu). Di Uni Soviet, defisiensi ini begitu kentara sampai-sampai dibentuk 
suatu kepangkatan baru yaitu praporschnik untuk memastikan bahwa pelatihan dan 
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pembinaan suatu regu bisa berjalan dengan maksimal tanpa membebani perwira yang 
sudah pusing dengan taktik dan supervisi medan pertempuran. Sehingga tidak dapat 
dibayangkan apabila para sersan, yang disebut sebagai tulang punggung tentara oleh 
Kepala staf gabungan Inggris Jenderal Mike Jackson, disibukkan oleh hal lain selain profesi 
mereka sebagai prajurit. Sehingga jelaslah apabila pemerintah memaksakan untuk 
menerjunkan praktis semua bintara di KODAM untuk menjadi penyuluh pertanian, 
hasilnya adalah terjadinya kemandekan pelatihan di tingkat regu. Berikutnya adalah 
anjloknya profesionalisme TNI (Kurnia Trisno, 2015: 2).  
 
IV. Kesimpulan 
Ketahanan pangan (food security) merupakan salah satu ancaman utama manusia 
yang dapat mempengaruhi ketahanan nasional dan keamanan manusia (human security). 
Hal ini kemudian membawa ketahanan pangan menjadi salah satu faktor penting yang 
harus diutamakan oleh negara. Konsep ketahanan pengan (food security) lebih banyak 
berorientasi pada aspek fisik kecukupan produksi bahan pangan. Konsep ketahanan 
pangan sendiri minimal mengandung dua unsur pokok, yaitu "ketersediaan pangan" dan 
"aksesibilitas masyarakat" terhadap bahan pangan tersebut. Pembangunan ketahanan 
pangan pada dasarnya telah dilakukan oleh Indonesia dan telah mencapai fase 
swasembada pada masa pemerintahan orde baru. Namun, sebagaimana dipahami bahwa 
keberlangsungan pembangunan pertanian sangat tergantung pada pengembangan 
komoditas-komoditas pangan seperti padi yang menjadi pangan pokok utama di 
Indonesia. Strategi tersebut telah berhasil mencapai swasembada pangan, khususnya 
beras. Tetapi di sisi lain, hal ini membawa pergeseran pola konsumsi masyarakat dan 
mempengaruhi diversivikasi pangan yang ada. Strategi tersebut menempatkan beras 
sebagai konsumsi utama sehingga mengurangi konsumsi pada komoditas lain seperti 
jagung dan umbi-umbian.  
Kolaborasi Civil Society dan Militer dalam mewujudkan ketahanan pangan menjadi 
penunjang utama dalam pelembagaan ketahanan pangan dan menjaga sustainability 
ketahanan pangan hingga level terendah. Militer sebagai representasi negara hadir untuk 
memberikan kontribusi dalam cakupan luas mengimplementasikan strategi ketahanan 
pangan. Militer sekaligus berkontribusi mendeteksi secara dini potensi ancaman dan 
memberikan rasa aman terhadap masyarakat sipil. Keberhasilan yang sama telah 
dibuktikan di masa orde baru yang mana pada saat itu mampu meningkatkan sektor 
pertanian di Indonesia melalui program revolusi hijau dengan melakukan transformasi 
fundamental pertanian di mana petani awalnya ketergantungan kepada cuaca dan alam 
dan digantikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai upaya untuk 
meningkatkan produksi pangan. Swasembada pangan nasional dapat dilakukan secara 
maksimal, peran militer dalam pertanian dirasa perlu. Terutama dalam gerakan politik 
untuk kebijakan intensifikasi pertanian. Program-program pertanian yang bersifat top 
down diluncurkan ke masyarakat, dan untuk mengantisipasi adanya penolakan di 
masyarakat, pemerintah menerapkan sebuah mekanisme kontrol yang dinamakan 
dengan “floating mass policy”, yang melarang semua aktifitas organisasi di tingkat desa 
dan melarang adanya politik di tingkat desa. Kebijakan pelibatan militer dalam kegiatan 
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pertanian di pedesaan pada waktu orde baru tentu menjadi sebuah pelajaran yang tidak 
bisa kita ulangi lagi saat ini. Posisi militer tidak boleh berada di atas masyarakat, dan 
masyrakat juga tidak menempatkan posisi lebih tinggi dari militer. 
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